
BUPATI PEMALANG 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR J j f  TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 27 TAHUN 2016 

TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEMALANG,

Memmbang a bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang 

Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan 

Pangan Pemenntah Kabupaten Pemalang perlu 

disesuaikan,

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan 

Pemenntah Kabupaten Pemalang,

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembantukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

hngkungan Propmsi Jawa Tengah,

f
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2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5360),

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

4 Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950,

5 Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5680),

6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemenntah ,

7 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam 

Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah,

8 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 

Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan f
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Menetapkan

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 

Tahun 2010 Nomor 11),

9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Pemalang (Benta Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pemalang Nomor 14),

10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemenntah Kabupaten 

Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 

2016 Nomor 27),

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 27 TAHUN 2016 

TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN PEMALANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 

27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan 

Pemenntah Kabupaten Pemalang (Benta Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2016 Nomor 27) diubah sebagai benkut

1 Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, 

setelah angka 16 ditambah 1 (satu) angka barn yaitu angka 

17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai benkut
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang

2 Pemenntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemenntah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom

3 Bupati adalah Bupati Pemalang

4 Dmas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten 

Pemalang

5 Kepala Dmas adalah Kepala Dmas Pertanian Kabupaten 

Pemalang

6 Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang 

ditetapkan oleh Kepala Dmas Pertanian Kabupaten 

Pemalang

7 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dan sumber 

hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

penkanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan 

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan 

baku pangan, dan bahan lam yang digunakan dalam 

proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan 

makanan dan atau minuman

8 Cadangan Pangan Pemenntah adalah persediaan 

pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemenntah

9 Cadangan pangan pemenntah daerah adalah 

persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh 

pemenntah daerah, untuk mengantisipasi rawan 

pangan, gejolak harga dan untuk menghadapi keadaan 

darurat

10 Keadaan darurat adalah keadaan kntis tidak menentu 

yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang 

memerlukan tmdakan cepat dan tepat diluar prosedur 

biasa yang disebabkan oleh terjadmya bencana alam 

seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angm

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



topan, banjir, tanah longsor, kekenngan, gangguan 

hama penyakit tan am an dan lainnya, dean bencana 

sosial an tar a lain kebakaran pemukiman, kebakaran 

hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan 

masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan 

ketidakmampuan mengakses pangan yang cukup 

unutuk mempertahannkan hidup dan melaksanakan 

kegiatan sehari hari

11 Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi 

adanya ancaman terhadap kecukupan dan 

ketersediaan pangan sebagai akibat dan bencana yang 

berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi

12 Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, 

masyarakat atau rumah tangga yang tmgkat 

ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup 

untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi 

pertumbuhan dan kesehatan masyarakat

13 Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu 

daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk 

memenuhi kebutuhan pangan minimum

14 Rawan pangan kroms adalah kondisi tidak

terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga 

secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesua 

peta kerawanan pangan (Food Insecurity Atlas/ FIA)

15 Bencana Sosial adalah bencana yang

diakibatkan oleh penstiwa atau serangkaian penstiwa 

yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik 

sosial antar kelompok atau antar komumtas 

masyarakat, dan teror

16 Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang 

berkepanjangan sehmgga merupakan masa sulit dalam 

penyediaan bahan pangan di suatu wilayah pada 

periode terjadmya ketidakseimbangan antara 

penyediaan dan kebutuhan

17 Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan 

sebagai makanan utama sehan-han sesuai dengan 

potensi sumber daya dan keanfan lokal
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memenntahkan penyaluran cadangan pemenntah 

kabupaten,

e Kepala Dinas memenntahkan kepada Tim Pelaksana 

untuk menyiapkan cadangan pangan pemenntah 

kabupaten dan menyalurkannya kepada nimah 

tangga sasaran penenma,

(3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan 

Camat dan atau Kepala Desa/Lurah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui 

mekamsme

a Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah mengusulkan 

kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk 

disalurkan cadangan pangan pemenntah kepada 

rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan 

transien, bencana alam, bencana sosial, gagal 

panen, kekenngan dan/atau gejolak harga, rawan 

pangan kroms karena kemiskman, 

b Kepala Dinas memenntahkan kepada Tim Pelaksana 

untuk melakukan venfikasi rumah tangga sasaran 

dan lokasi sasaran penenma bantuan cadangan 

pangan pemenntah kabupaten sebagaimana yang 

diusulkan Kecamatan dan /atau Desa/Kelurahan 

calon penenma bantuan,

c Tim Pelaksana menyampaikan hasil venfikasi 

kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan 

mformasi mengenai jumlah rumah tangga penenma 

bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan 

beras untuk disalurkan dan meminta persetujuan 

Kepala Dinas,

3 Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) diubah, sehingga Pasal

7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

(1) Pengelolaan cadangan pangan Pemenntah Kabupaten 

Pemalang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian untuk 

menangani masalah kerawanan pangan dan sosial
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(2) Untuk menunjang kelancaran tugas dan tanggungjawab 

dalam pengelolaan cadangan pangan daerah dibentuk 

Tim Pelaksana yang melibatkan Orgamsasi Perangkat 

Daerah terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal II

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya 

dalam Benta Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal £ 0 ^ 7

Diundangkan di Pemalang 

Pada tanggal SL. fTXoi

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR
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PEM ER IN TA H  KABUPATEN PEMALANG  

SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DIMAS

Kepada Yth

LewatYth

Dan

Tanggal

Nomor

Lampiran

Penhal

Bapak Bupati Pemalang 

Sekretans Daerah Kabupaten Pema.anq/

Kepala Bagian Hukun Setda Kdotpaben Pemalang

1*1 lull 2017 

180/ IS ! /H k  

1 (satu) Berkas

Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hc^-iat,

1. Telah dikoreksj Percturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Pemalang Nomor 27 Tahun 20 lb tentang Pengelolaan Cadangan Pangan 
Pemenntah Kabupaten Pe*na!a~g.

Yang telah diajukan oleft Dinas °ertanen Kabupaten Pemalang.

2 Koreksi ini sesuai dengan <etentuan peraturan perundang-undangan.

3. Untuk itu mohon asmanan.

MBIGETAHUI
ASISTEN PEM^RINTAHAN SEKDA 

KABUPA1 EN PEhASJ^G

AUNUROFIQ, SH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 1960012^198702 1 001

» r I

\ .1

* Ha

KEPALA BAGIAN HUKUM 

S E TA  KABUPATEN PEMALANG

■ \  e jul a fl

PUJ! SUGIHARTO, SH 

Jembma Tingkat I  

NIP 19670510 199603 1 002 

PARAF HIRARKI 

Kasubag 9^

Jafan Surohadikusumo 1 Pemalang 52312 Dra< lawa Tengah 
Tdp (0284) 321066-321368 Inks 10284)322229 

Website wvfw.Pemalangkab go id
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PEM ER IN TA H  KABUPATEN PEMALANG  

SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Ytti 
Lewat Yth 
Dan
Tanggal
Nomor
Lampiran

Penhal

Bapak Bupab Pemaiang 
Sekretans Daerah Kabupaten Pemaiang 
Kepaia Bagian Hukum Sefcda Kabupaten Pemaiang 

7 3uli 2017 
180/ jro  /  Hk 
1 (satu) Berkas
Asmanan Peraturan Bupab Pemaiang

Diiaporkan dengan hormat,
1- Telah dikoreksi Peraturan Bupab tentang Perubahan Atas Peraturan Bupab 

Pemaiang Nomor 27 Tanun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan 
Pemenntah Kabupaten Pemaiang,
Yang telah dlajukan oieh Dinas Pertanian Kabupaten Pemaiang.

2 Korekss ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGFFAHUI
ASISTEN PEMERfl̂ TAHAN SEKDA 

KABUPA7B4 P9MALANG SET!
KEPALA BAGIAN HUKUM

JEN PEMALANG

u ,
NIP. 19600:W7J. 198702 1 001 NIP. 19670510 199603 1 002

Jalan Surohadikusumo to 1 Pemaiang 52312 Drov Javva Tengah 
Telp (0284) 321068-321368 Faks F0284) 322229 

Website vwm Pemalangkab go d
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